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PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 29 RT.M RW.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Prabumulih, Sumatera Selatan Telp/Fax. (0713) 3310251 Kode Pos 31111
Website : www.domptsp.kotaprabumulih.qo.id e-mail ' dpmptsp@kotaprabumulih.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PRABUMULIH

NOMOR . OIO/KPTS/DPMPTSP.VU2O24

TENTANG

TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KOTA PMBUMULIH,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, kepuasan pelanggan, tingkat kinerja

dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan perizinan pada Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar terlaksana dengan baik dan mencapai

hasil yang optimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan, maka dipandang perlu

menetapkan Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman
Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, perlu dibentuk Tim
Pengelola dimaksud,

c. bahwa pembentukan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana

dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4113);

3, Undang"Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5038);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6757)',

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6402);



Menetapkan

KESATU

6. Peraturan Presiden Republik lndonesia NomorgT Tahun 2014Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Repubtik lndonesia Tahun 2017

Nomor 1956);

8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman
Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2021
Nomor 885);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
lndonesia Nomor 15 Tahun 2014 tenlang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 20'14 Nomor 615);

10, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubtik
lndonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2017 Nomor 708);

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/M.PANi7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP26/Trr.PANru2ffi4
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016 tentang Pembenfukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020
Nomor 2).

MEMUTUSIGN:

Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana dimaksud diktum
KESATU bertugas:
1. Menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan Survei Kepuasan Masyarakat

(sKM);
Menyiapkan bahan dan lembar kuesioner;
Menyebarkan kuesioner kepada responden (pembuat perizinan/pelaku usaha);
Mengumpulkan, menginput dan mengelola data;
Merekap hasil kajian pengelolaan data;
Menyimpulkan hasiUnilai dari SKM;
Membuat laporan secara berkala dan ditembuskan serta disampaikan kepada pihak-
pihak terkait atau stakeholder ekstemal terutama, Bagian Organbasi dan Kenpnterian
Pend ayag u naan Aparatu r Neg ara. d an Reformas B irokrasi ;

Mempublikasikan lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM) yang merupakan hasrl Survei
Kepuman Masyarakat (SKM) di Ruang Pelayanan. i,{edia Websrte. lJedra Scral dan
lJedia Maqse

2.

3,

4.

5,

6,

7.

8.



KEDUA

KETIGA

'embusar

1, Menten pAN dan RB Rl Cq Deputi Pelayanan Publik
2. Gubemur Provinsi Sumsel Cq, Kabiro Orlala Setda Prov. Sumsel
3, Walikota Prafumulih Co, Kabao Oroanisasi Se.lda Kota Prahrimrrlih

Dengan bedakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Nomor O08/KPTS/DPMPTSP/2022
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal or San 2024

PIT.KEPALA DINAS

Drs.H.Muhammad Ali,M,Si
Pembina Utama Muda / lV.c
NtP.19660412 199312 1 001



NO JABATAN DALAM TIM JABATAN KEDINASAN/NAMA KET

1 I PENGAMH
i

KEPALA DPMPTSP KOTA PRABUMULIH

2 ] PENANGGUNGJAWAB SEKRETARIS DPMPTSP KOTA PRABUMULIH

3 ] KETUA
I

I

i

KABID PENGADUAN, KEBIJAMN, DAN PELAPOMN
LAYANAN

4 i SEKRETARIS KASI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

ANGGOTfu TIM SURVEI 1. MSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN
2. MSI KEBIJAKAN DAN ADVOKASI LAYANAN
3. JOVITA ENNIWULANDARI, SH

4. YUNITA, SH

5, ARMIDI, SE

6. PEBRIONSI,S.HUT.,M.AP

ASN

6 I SEKRETARIAT/ TtM

] PENGOLAH DATA
1, REVITA SARI

2, FEBRIANI

3. LOGI MANDET-A

Non ASN
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